PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOR :17 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN

Menimbang

Mengingat

AKTAPENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

P

BUPATI KABUPATEN BURU SELATAN

bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf ¢ Undang - Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tent%mg pajak Daerah dan Retribusi
Daerah,Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Pencatatan Sipil merupakan salah satu jenis Retribusi jasa
umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentangPajak Daefah dan Retribusi Daerah, Retribusi
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan per‘cimbailr:lgan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan huruf b, perlu disusun dan ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Pencatatan Sipii;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1617);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2104); :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);.

Undang;Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4319);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelola dan Tanggung Keuangan Negara (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran
Negara Republik Ihdonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tetang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor . 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049); :
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang IHukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoriesia Nomor 4576); |

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140,Tambahan ‘Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587); ‘ -

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan  Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Neéeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang
Diterbitkan Oleh Negara lain;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok
Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi;



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;

27. Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 10 Tahuntentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7R TPaoraturan Runat Kahunaten Rurn Selatan Nomor 11 Tahun 2009

tentangiPemben‘cukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

29. Peraturan Bupa# Kaburoten Ruwy Golatan Nomar 12 Tahom 2009

tentang Pembentukan Organisasi dan Tara Kerja Lembaga 1exins

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
DAN
BUPATI BURU SELATAN

MEMUTUSKAN:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemermtah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bm:u Selatan;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebupaten Buru Selatan;

5. Dinas Kependudukan dan' Pencatatan Sipil adalah Dinas
Kependudukan ddn Pencatatan SipilKabupaten Buru Selatan;

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
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Penjabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu
dibidang Peretribusian Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang
- undangan;

Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan -baik yang melakukan wusaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnyaBadan Usaha Milik Negara atau
Daerah  dengan nama  atau dalam  bentuk  apapun
Jirma,Kongsi Koperasi,Dana
Pensiun,Persekuman,Perkumpulan,Yayasan,Organisasi
Masa,Organisasi  Sosial ~ Politik  atau  Organisasi  yang
sejenis,Lembaga,Bentuk Usah'ci Tetap dan Bentuk Badan lainnya;
Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan;

Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barangfasilitas atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang - undapgan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusitermasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu; ‘

Masa retribusi adalah Sliatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas: waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dan Pemeﬂ_ntah Daerah yang bersangkutan;
Surat Setoran  Retribusi Daerah,yang selanjutnya di singkat SSRD
,adalah bukti pembayaran dan penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formolir atau telah dilakukan

- dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di

15.

16.

17.

tunjuk oleh kepala Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah,yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan  retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat
STRD,adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau
sanksi administratif berupa bunga dan atau denda;



18. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengelola data,keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang - undangan retribusi daerah;

19. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dﬂakukan oleh penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukt yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta
menernukan tersangkanya.

_ BAB 11
NAMA,OB}EK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2 |

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Pencatatan Sipil dipungut  retribusi atas pelayanan  jasa usahayang
disediakan,dimiliki,dan/atau dikelola untuk Pemerintah Daerah. '

Pasal 3
Objek Retribusi adalah;

1. Kartu Keluarga (KK);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Akta Pencatatan Sipil yang meliputi:

Kutipan Akta Kelahiran;

Kutipan Akta Lahir Mati;

Kutipan Akta Perkawinan;

Kutipan Akta Pembatalan Perkawinan;

Kutipan Akta Perceraian;

Kutipan Akta Pembatalan Perceraian;

Kutipan Akta Kematian;

Kutipan Akta Pengangkatan Anak;

Kutipan Akta Pengakuan Anak;

Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Kutipan Akta Perubahan Nama;

Kutipan Akta Perubahan Status Kewarganegaraan;
. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya;

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.

OB P rRFTIDE e A TP



Pasal 4 o

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan ‘yang menggunakan pelayanan jasa
penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil;

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan
Perundang-undangan  Retribusi  diwajibkan  untuk  melakukan pembayaran
retribusi,termasuk pemungut atau pemotong Retribusi penggantian biaya cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.

BAB i
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil
digolongkan kedalam golongan Retribusi fasa Umum.

BAB IV
CARA MENCUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan penggantian biaya cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.

| BABV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam pénetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan
biaya penyediaan jasa yang bers-angkutan,kemarhpuan masyarakat,aspek keadilan,dan
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. |

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada avat (1) mehputl biaya percetakan dan

" pengadministrasian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Tarif Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan
Sipil ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1} dltm]au kembali setlap 5 (Lima) tahun
sekali untuk disesuaikan. - :

(3} Peninjauan tarif Retribusi .,sebagaimana dimaksu’d pada ayat (2) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.



(4) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagannana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bagi penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, dibebaskan dari pembayaran retribusi
penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penggantian biaya cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil diberikan -

BAB VIII
PEMUNGUTAN
Pasai 11

(1) Retribusi terutang dlpungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati. '

(2) Dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
karcis kupon,dan kartu langganan.

(3) Bentuk,isitatacara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran Retribusi yang'terutang dilunasi sekaligus;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan
SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh
tempo pembayaran Retribusi.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau
tidak membayar,dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD. -

(4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau
menunda pembayaran retribusi,dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan. -

(5) Tatacara pembayaran,pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati
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Pasal 13

Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Bupati. '

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud . pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan SSRD.

Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD dltetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 14

Untuk melakukan penagihan Retribusi,Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib
Retribusi tertentu tidak dapat membayar Retribusi-terutang tepat pada waktunya atau
kurang membayar.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan
surat teguran.

Jumlah Kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif bempa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tatacara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peratuan Bupati.

BAB XI
 KEBERATAN
Pasal1d

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
yang jelas. -

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka
walktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada avat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kehendak Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan melaksanakan
penagihan Retribusi.

Pasal 16

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima harus membri keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan
surat Keputusan Keberatan.. '

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya  atau
sebagian,menolak,atau menambah besarnya retribusi yang terutang.



(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagaian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan
SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan terbitnya SKRDLB

BAB XII
PEN GEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi,wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati. :

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan,sejak diterimanya permohonan
pengembalian pembayaran retribusi seabagaimana dimaksud pada ayat (1)harus
memberikan keputusan. :

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati

" tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi
dianggap dikabulkan dan SKDRLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan. '

(4) Apila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
reribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada aya (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitka SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah 2 (dua) bulan,
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan atas pembayaran retribusi.

(7) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur pada Peraturan Bupati.
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BAB XIII
KADALUWARSA
Pasal 19

Hak untuk melakukan penagihan retibusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu

1 (sati) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi

melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. Diterbitkan surat teguran; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retrlbu51,ba1k langsung maupun tidak
langsung, -

Dalam ‘hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang

retribusi dan bejum melunasinya kepada pemerintah daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana diamksud pada ayat (2)

hurut b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih' lagi karna hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Tata cara penghapusan pmtang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMERIKSAAN
Pasal 21

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pememihan

kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang - undangan

retribusi daerah ‘

Wajib retribusi yang di periksa wajib :

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu
dan memberikan bantuan guna kelancaran pemenksaan, dan atau

¢. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pemenksaan retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati. '
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BAB XV
PEMANFAATAN
Pasal 22

Hasil penerimaan retribusi merupakan Pendapatan Daerah yang harus di setorkan
seluruhnya ke kas Daerah.

Sebagian hasil penerimaan retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan };ang berkaitan
langsung dengan penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil.

Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di
tetapkan dalam peraturan daerah tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Dacrah.

BAB XVI1
INSENTTF PEMUNGUTAN
Pasal _23

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat dibeli insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu. :

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 24

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi daerah,sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang hukum acara pidana.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -~ undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana diamaksud pada ayat (1) :

a. Menerima,mencarimengumpulkan,dan meniliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkab dan jelas;

b. Meniliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
retribusi daerah
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k.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

Memeriksa buku,catatan,dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
retribusi daerah; -

Melakukan penggeledahan untuk ‘mendapatkan bahan bukt
pembukuan,pencatatan,dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenagé ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi daerah _

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang,benda
dan atau dokumen yang di bawah;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi; "

Menghentikan penyidikan dan atau

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII .
 KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan‘?éngundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan

Ditetapkan di : Namrole
Pada tanggal ;30 Juli 2011

BUPATI BURU SELATAN

- Ay,

TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole ) .

Pada Tanggal 30 Juli 2011

SEKRETARIS/DAERAH
KABUPATEN EURU SELATAN

ABUBAKAR MASBAIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 18



"PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KEBUPATEN BURU SELATAN
NOMOR: 17 TAHUN 2011
TENTANG .
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

LUMUM

Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat
potensial guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar
- landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untuk memberikan stimulus
terhadap penerimaan daerah yang berasal dari reﬁ;i_bﬁéi daerah dari waktu ke waktu
harus senantiasa ditingkatkan.Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam
memenuhi kebutuhan daerahkhususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada
masyarakat dapat semakin meningkat.

Salahsatu jenis retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribust Daerah adalah pelayanan
kepelabuhanan Sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tersebut,pemungutan Tetribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan
daerah.Sejalan dengan hal tersebut,penetapan peraturan daerah ini adalah dimaksudkan
agar pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan dapat memungut retribusi pelayanan ke
pelabuhanan sesuai ketentuan peraturan pemndang;undangan yang berlaku.Di samping
itu dalam peraturan daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegas mengenai
objek,subjek,dasar pengenaan dan tarif pelayanaan dan kepelabuhananselain itu juga
telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutan.

Dalam pembentukan peraturan daerah ini selai berpedoman pada peraturan perundangan
di bidang retribusi daerahjuga memperhatikan dan dikaitkan dengan peraturan
perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

II Penjelasan pasal demi pasal
Pasal1s/d pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 Avat (1) : yang di maksud dengan badan adalah suatu bentuk badan

usaha  yang meliputi  perseroan  terbatas,persercan
komanditer,perseroan lainnya,badan usaha milik Negara atau
Daéerah dengan h:;ima dan dalam bentuk
apapun,persekutuan,perkumpulan,firma,kongsi,
koprasi,yayasan atau organisaﬁ yang sejenislembaga,dana
pensiun,bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya

Ayat (2) 1. Cukup Jelas
Pasal 5 s/d Pasal 17 1 Cukup jelas
Pasal 18 Ayat (1) : Saat Kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan

untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi
tidak dapat ditagih lagi. |



Ayat (2) hurufa

hurufb

Ayat (3)

20 s/d Pasal 21
Pasal 22 ayat (1)

Avat (2)
Avyat (3)

Pasal 23 s/d Pasal 26

dallam' hal  diterbitkan  surat teguran dan  surat
paksakadaluarsa  penagihan  dihitung sejak  tanggal
penyampaian surat paksa tersebut. '

yang dimaksudkan dengan pengakuan utang retribusi secara
langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan
belummelunasinya kepada pemerintah daerah.

yang dimaksudkan dengan pengakuan secara tidak langsung
adalah wajib retribusi tidak secara nyata langsung
menyartakan bahwa ia mempunyai utang retribusi kepada

pemerintah Daerah
Contoh :
- Wajib retribusi mengajukan permohonan

angsuran/ penundaan pembayaran;
- Waijib retribusi mengajukan permohonan keberatan.
Cukup jelas | '
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan
oleh pemerintah daerah dengan alat kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah

keﬁamgan.
Cukup jelas
Cﬁkup jelas

Cukup jelas

¥

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
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Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten ‘Buru Selatan Nomor 17 Tahun 2011
Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk

dan Akta Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga _
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
1. WNI

2. WNA

Tarif Penggantian Biaya Cetak
A. Akta Kelahiran WNI
B. Akta Kelahiran WINA
C. Akia Perkawinan
a.  Akta Perkawinan WNI -
1. Didalam Kantor
2. Diluar Kantor .
b.  Akta Perkawinan WINA
1. Didalam Kantor
2. Didalam Kantor ‘ _
D. Akta Perkawinan Yang Melebihi Jangka Waktu 1

(Satu) Bulan Sejak Tanggal Keputusan:

Pengadilan Negeri Yang telah Mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap =
1. WNI Didalam Kantor
2. WNI Diluar KAntor
3. WNA Didalam Kantor
4, WNA Diluar Kantor
E. Akta Perkawinan Kedua dan Seterusnya
1. WNI |
2. WNA
F. Akta Perceraian
1. WNI
2. WNA
G. Akta Perceraian Yang Melebihi Jangka Waktu 1

..........................................

..........................................

.........................................

(Satu) Bulan Secjak Tanggal Keputusan. |

Pengadilan Negeri Yang Telah Mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap '
1. WNI

2. WNA

Rp.

10.000,-

Retribusi

Rp.
Rp.

15.000,~
30.000,-

Retribusi

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

25.000,-
75.000,~

50.000,-
75.000,-

100.000,~
150.000,-

50.000,~
75.000,-
100.000,-
150.000,-

75.000,-
150.000,-

200.000,-
350.000,~

250.000,-
350.000,-



H. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak

1. WNI . SO Rp.
2. WNA ' e Rp.

I. Akta Pengesahan dan Peng‘gikuan Anak Kedua
Dan Seterusnya '

1. WNI s Rp.

2. WNA - e Rp.
J. Akta Pengangkatan Anak .

1. WNI [ — Rp.

2. WNA e .. Rp.

K. Akta Pengakuan Anak Yang Melebihi Jangka
Waktu 1 (Satu) Bulan Sejak Tanggal Keputusan
Pengadilan Negeri Yang Telah Mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap dan atan Tanggal
Pengukuhan  Pengadilan  Negeri  Bagi
Pengangkatan Anak Melalui Notaris

1. WNI et

2. WNA e Rp.
L. Akta Ganti Nama Bagi WNA. Rp.
M. Akta Kematian

1. WNI e Rp.

2. WINA s Rp.

50.000,-
125.000,-

75.000.-

150.000.~

50.000,-
150.000,-

50.000,-
150.000,-
150.000,-

10.000,-
25.000,-



